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S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan
CAPAIAN PEMBELAJARAN atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
(CP) humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah,
tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni,
menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan
menggugahnya dalam laman perguruan tinggi;

KK1 Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan




yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat;

P2 Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di
masyarakat.
CP-MK

M1 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan negara hukum dan HAM

M2 Mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip dan ciri-ciri negara hukum

M3 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip- prinsip HAM, Kewajiban negara terkait dengan
HAM dan Macam-macam Pelanggaran HAM

M4 Mahasiswa mampu mengidentifikasidan menjelaskan Tanggung jawab negara, Tanggung jawab
perusahaan dan akses terhadap pemulihan.

M5 Mahasiswa mampu menjelaskan 7he OECDGuidelines yang melandasi praktik bisnis internasional

M6 Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerangkan The UN Global Compact's

M7 Mahasiswa mampu menjelaskan penerapan prinsip- prinsip The OECD Guidelinesdan The UN
Global Compact's dalam bisnis

M8 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Doktrin Hukum Mengenai Hubungan Antara Hak-Hak
Fundamental dan Hukum Perdata.

M9 Mahasiswa mampu menjelaskan pergeseran tanggung negara terhadap pelaku usaha privat dan
subordinasi terhadap HAM di Jerman.

M10 Mahasiswa mampu menjelaskan HAM yang melengkapi hukum privat di Belanda dan konsep
relasi hak fundamental dan hak perdata

M1l Mahasiswa mampu menjelaskan Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Pertambangan.

M12 Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha

Kehutanan.




M13 Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha
Perkebunan.

M14 Mahasiswa mampu mengidentifikasi pelanggaran HAM oleh entitas bisnis di Indonesia.

Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Negara hukum dan HAM, mengidentifikasi prinsip dan ciri-ciri
negara hukum, prinsip- prinsip HAM, Kewajiban negara terkait dengan HAM dan Macam-macam Pelanggaran
HAM Tanggung jawab negara, Tanggung jawab perusahaan dan akses terhadap pemulihan. The OECD
Guidelines yang melandasi praktik bisnis internasional, 7he UN Global Compact's, penerapan prinsip- prinsip
The OECD Guidelines dan The UN Global Compact's dalam bisnis, Doktrin Hukum Mengenai Hubungan
Antara Hak-Hak Fundamental dan Hukum Perdata, pergeseran tanggung negara terhadap pelaku usaha privat
dan subordinasi terhadap HAM di Jerman, HAM yang melengkapi hukum privat di Belanda dan konsep relasi
hak fundamental dan hak perdata, Prinsip- prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Pertambangan, Prinsip-prinsip
HAM pada Kegiatan Usaha Kehutanan, Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Perkebunan, Pelanggaran
HAM oleh entitas bisnis di Indonesia.

1. Materi Pembelajaran
/pokok bahasan

L Negara hukum dan HAM

2. Mengidentifikasi prinsip dan ciri-ciri negara hukum

Prinsip- prinsip HAM, Kewajiban negara terkait dengan HAM dan Macam-macam Pelanggaran
HAM

Tanggung jawabnegara, Tanggung jawabperusahaan dan akses terhadap pemulihan.

The OECDGuidelines yang melandasipraktik bisnis internasional

The OECDGuidelines yang melandasi praktik bisnis internasional

Penerapan prinsip- prinsip The OECD Guidelinesdan The UN Global Compact's dalam bisnis

Doktrin Hukum Mengenai Hubungan Antara Hak-Hak Fundamental dan Hukum Perdata

Pergeseran tanggung negara terhadap pelaku usaha privat dan subordinasi terhadap HAM di Jerman

10. | HAM yang melengkapi hukum privat di Belanda dan konsep relasi hak fundamental dan hak
perdata




11.

Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Pertambangan

12.

Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Kehutanan

13. | Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Perkebunan, pelanggaran HAM oleh entitas bisnis di

Indonesia.Penggabungan, Peleburan,Pengambil Alihan Perusahaan

14. Pelanggaran HAM oleh entitas bisnis di Indonesia.
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1 1. Mahasiswa mampu | Kejelasan dan | Kriteria: Ceramah & Diskusi, Negara hukum dan HAM 7,1%
memahami dan | pemahaman Negara | Ketepatan dan (TM: 1x (2x50%) a. Negara hukum
menjelaskan hukum dan HAM penguasaan Tugas : Membuat b. HAM




Negara hukum dan

a. Negara hukum

Bentuk non-test:

makalah tentang

HAM b. HAM e Tulisan Pola Negara hukum
makalah dan HAM
e Presentasi
2. Mahasiswa mampu | Kejelasan dan Kriteria: Ceramah & Diskusi, Prinsip-prinsip dan Ciri- 7,1 %
memahami dan | pemahaman  Prinsip- Ketepatan dan (TM: 2x (2x50%) ciri NegaraHukum:
menjelaskan prinsip dan Ciri-ciri penguasaan Tugas : Membuat a. Prinsip-prinsip
prinsip dan ciri-ciri | NegaraHukum: Bentuk non-test: | makalah tentang NegaraHukum
negara hukum. a. Prinsip-prinsip e Tulisan Prinsip-prinsip dan b. Ciri-ciri Negara
NegaraHukum makalah Ciri-ciri Negara Hukum.
b. Ciri-ciri Negara e  Presentasi Hukum:
Hukum
3. Mahasiswa Kejelasan dan Kriteria: Ceramah & Diskusi, Negara HAM: 7,1 %
mampu memahami | pemahaman Negara Ketepatan dan (TM: 2 x (2x50%) a. Pr1ns1p-pr1ns1p HAM
dan menjelaskan HA11\>/[ o penguasaan Tugas : Membuat b. Emjlban Negara
Prinsip- prinsi a. Prinsip-prinsi -test- | makalah tentan
H AM]?KI;wajil‘;an b. Kewajl'%br;n Ne?gara ?en;iliizzg test: Negara HAM: 8 c. Pelanggaran HAM
negara terkait IEL?M aran HAM makalah Harmonization of
g/ierll(:g:lnri ?nii\:n(llan v e Presentasi Indonesian Criminal Law
i o i i Through the New
Pelanggaran HAM Piskust CrimirTal Code Towards
Humane Law
4. Mahasiswa mampu | Kejelasan dan | Kriteria: Ceramah & Diskusi, HAM dan Bisnis: 7,1 %
memahami dan | pemahaman HAM dan | Ketepatan dan (TM: 2 x (2x50”) a. Tanggung  Jawab
menjelaskan Bisnis: penguasaan Tugas Membuat Negara . untuk
Tanggung jawab | a. Tanggung Jawab | Beptuk non-test: | Makalah tentang Melindungi  (State
negara, Tanggung Negara untuk | & Tulisan HAM dan Bisnis: Responsibility  to
jawab perusahaan Melindungi (State makalah Protect)
dan akses terhadap Responsibility  to |, Presentasi b. TanggungJawab
pemulihan. . Protect) e Diskusi PerusahaanUptuk
b. TanggungJawab Menghormati
PerusahaanUntuk (Corporate
Menghormati Responsibility to
(Corporate Respect)

Responsibility to

c. Akses Terhadap




Respect)

Pemulihan (4ccess

c. Akses Terhadap to Remedy)
Pemulihan (4ccess
to Remedy)
. Mahasiswa mampu | Kejelasan dan | Kriteria: Ceramah & Diskusi, The OECD Guidelines 7,1 %

memahami dan | pemahaman The | Ketepatan dan (TM: 1 x (2x50%)
menjelaskan  The | OECD Guidelines penguasaan Tugas : Membuat
OECD  Guidel ine§ Bentuk non-test: | makalah tentang 7The
yang, melan‘da.51 e Tulisan OECD Guidelines
praktik bisnis makalah
internasional. e Presentasi

e Diskusi

. Mahasiswa mampu | Kejelasan dan | Kriteria: Ceramah & Diskusi, The UN Global 7,1 %
memahami dan | pemahaman  The UN | Ketepatan dan (TM: 1 x (2x50”) Compact's
menjelaskan Global Compact's penguasaan Tugas Membuat
The UN Global Bentuk non-test: | makalah  The  UN
Compact' e Tulisan Global Compact's
makalah

e Presentasi

e Diskusi
Mahasiswa mampu | Kejelasan dan | Kriteria: Ceramah & Diskusi, Penerapan  The 7,1 %
memahami dan | pemahaman Penerapan | Ketepatan dan (TM: 1 x (2x50°) OECD Guidelines dan
menjelaskan The OECD Guidelines | penguasaan Tugas Membuat | The UN Global
penerapan prinsip- | dan The UN Global | Bentuk non-test: | makalah tentang | Compact's Dalam Bisnis
prinsip The OECD Compact’s Dalam e Tulisan Penerapan The
Guidelines dan The | Bisnis makalah OECD Guidelines dan
UN Global e Presentasi The UN Global
Compact's ~ dalam e Diskusi Compact's Dalam
bisnis. Bisnis




T
9 8. Mahasiswamampu | Kejelasan dan | Kriteria: Ceramah & Diskusi, Doktrin Hukum 7,1 %
memahami dan | pemahaman Doktrin | Ketepatan dan (TM: 2x (2x50°) Mengenai Hubungan
menjelaskan Hukum Mengenai | penguasaan Tugas : Membuat | Antara Hak-Hak
Doktrin ~ Hukum | Hubungan Antara Hak- | Beptuk non-test: | makalah tentang | Fundamental dan

Mengenai Hak Fundamental dan | Tulisan Doktrin Hukum | Hukum Perdata
Hubungan Antara | Hukum Perdata makalah Mengenai  Hubungan
Hak-Hak Sengketa e Presentasi Antara Hak-Hak
Fundamental ~ dan e Diskusi Fundamental dan
Hukum Perdata Hukum Perdata
10 9. Mahasiswamampu | Kejelasan dan | Kriteria: Ceramah & Diskusi, Pergeseran Tanggung 7,1 %
memahami dan Pemahaman Ketepatan dan (TM: 2x (2x50%) Jawab Negara kepada
menjelaskan Pergeseran Tanggung | penguasaan Tugas : Membuat | Pelaku Usaha Privat
pergeseran Jawab Negara kepada | Bentuk non-test: | makalah tentang atas Pelanggaran HAM
tanggung negara Pelaku Usaha Privat | Tulisanmakalah | Pergeseran dan
terhadappelaku atas Pelanggaran HAM | Presentasi Tanggung Jawab Subordinasi Hukum
usaha privat dan dan Diskusi Negara kepada | Privat Terhadap Hak
subordinasi Subordinasi Hukum Pelaku Usaha Privat | Asasi (HAM) di Jerman
terhadap HAM di Privat Terhadap Hak atas Pelanggaran | c. Pergeseran
Jerman. Asasi (HAM) di Jerman HAM dan Tanggung Jawab
a. Pergeseran Subordinasi Hukum Negara kepada
Tanggung  Jawab Privat Terhadap Hak Pelaku Usaha Privat
Negara kepada Asasi Manusia atas Pelanggaran
Pelaku Usaha Privat (HAM) di Jerman HAM
atas Pelanggaran d. Subordinasi Hukum




HAM Privat Terhadap Hak
b. Subordinasi Hukum Asasi Manusia
Privat Terhadap Hak (HAM) di Jerman
Asasi Manusia
(HAM) di Jerman
11 Mahasiswa mampu | Kejelasan dan | Kriteria: Ceramah & Diskusi, Hak Asasi Manusia 7,1 %
memahami dan Pemahaman Ketepatan dan | (TM: 2x (2x50”) melengkapi Hukum
menjelaskan Hak Asasi  Manusia | penguasaan Tugas Membuat | Privat di Belanda dan
HAM yang melengkapi  Hukum | Bentuk non-test: | makalah tentang | Konsep  Relasi  Hak
melengkapi hukum | Privat di Belanda dan | Tulisan Hak Asasi Manusia | Fundamental dan Hak
privat diBelanda Konsep Relasi Hak makalah melengkapi  Hukum Perdata
dan konsep relasi Fundamental dan Hak | Presentasi Privat di Belanda dan
hak fundamental Perdata e Diskusi Konsep Relasi Hak
dan hak perdata Fundamental dan Hak
Perdata
12 . Mahasiswa mampu | Kejelasan dan Kriteria: Ceramah & Diskusi, Prinsip-prinsip HAM 7,1 %
memahami dan | memahami Prinsip- Ketepatan dan (TM: 1x (2x50) pada KegiatanUsaha
menjelaskan prinsip HAM pada penguasaan Tugas : Membuat Pertambangan.
HAM pada | KegiatanUsaha Bentuk non-test: | makalah tentang
Kegiatan ~ Usaha | Pertambangan e Tulisan Prinsip-prinsip HAM
Pertambangan makalah pada KegiatanUsaha
e Presentasi Pertambangan
e Diskusi
13 Mahasiswa mampu | Kejelasan dan | Kriteria: Ceramah & Diskusi, Prinsip-prinsip HAM 7,1 %
memahami dan | memahami Prinsip- Ketepatan dan (TM: 1x (2x50°) pada Kegiatan Usaha
menjelaskan prinsip  HAM  pada | penguasaan Tugas : Membuat Kehutanan.
Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha | Bentuk non-test: | makalah tentang
HAM pada | Kehutanan e Tulisan Prinsip-prinsip HAM
Kegiatan  Usaha makalah pada KegiatanUsaha
Kehutanan e Presentasi Kehutanan
e Diskusi
14 Mahasiswa mampu | Kejelasan dan | Kriteria: Ceramah & Diskusi, Prinsip-prinsip HAM 7,1 %




memahami dan | memahami Prinsip- | Ketepatan dan (TM: 1x (2x50%) pada Kegiatan Usaha
menjelaskan prinsip  HAM  pada | penguasaan Tugas Membuat | Perkebunan
Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha | Bentuk non-test: | makalah tentang
HAM pada | Perkebunan e Tulisan Prinsip-prinsip HAM
Kegiatan ~ Usaha makalah pada Kegiatan Usaha
Perkebunan. e Presentasi Perkebunan
e Diskusi
15 Mahasiswa mampu | Kejelasan dan | Kriteria: Ceramah & Diskusi, Kasus-kasus Pelanggaran 14,2 %
memahami dan | memahami Kasus-kasus | Ketepatan dan (TM: 1x (2x50%) HAM oleh Entitas Bisnis
mengidentifikasi Pelanggaran HAM oleh | penguasaan Tugas Membuat | di Indonesia a
pelanggaran HAM | Entitas Bisnis di | Bentuk non-test: | makalah tentang | 8. Kasus-kasus
oleh entitas bisnis | Indonesia a e Tulisan Kasus-kasus Pelanggaran HAM di
dilndonesia. a. Kasus-kasus makalah Pelanggaran HAM oleh bidang Pertambangan
Pelanggaran HAM di | | Presentasi Entitas  Bisnis di | b. Kasus-kasus
bidang Pertambangan Diskusi bidang di Indonesia Pelanggaran HAM di
b. Kasus-kasus bidang Kehutanan
Pelanggaran HAM di c. Kasus-kasus
bidang Kehutanan Pelanggaran HAM di
c. Kasus-kasus bidang Perkebunan
Pelanggaran HAM di
bidang Perkebunan
16 Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa
CATATAN :

1) TM: TATAP MUKA, BT: BELAJAR TERSTRUKTUR, BM: BELAJAR MANDIRI
2) (TM:2x(2x50’)) DIBACA : KULIAH TATAP MUKA 2 KALI (MINGGU)X 2 SKS X 50 MENIT = 200 MENIT (3,33 JAM)
3) (BT+BM:(2+2)x2x60’)) Dibaca : belajar terstrukur 2 kali (minggu) dan belAjar mandiri 2 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam).
4) RPS: Rencana Pembelajaran Semester, RMK : Rumpun Mata Kuliah, PRODI: Program Studi







